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ABSTRAK

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali adalah prinsip utama
dalam hukum pidana. Asas legalitas (the principle of legality) adalah asas yang
menentukan bahwa setiap tindakan kriminal (tindak pidana) harus diatur terlebih
dahulu dengan peraturan hukum yang berlaku, atau setidak-tidaknya dengan
Undang-Undang yang ada, sebelum seseorang melakukan perbuatan tersebut. Asas
ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023. Namun dalam perkembangannya asas legalitas tidak berlaku secara absolut
karena adanya pengakuan terhadap konteks Living Law atau hukum yang hidup di
dalam masyarakat dalam Pasal 2 ayat (1). Karena kedepannya aturan dari asas
legalitas ini hukum adat tertulis di seluruh daerah yang ada di pelosok negara
Indonesia. Namun apakah semua peraturan living law itu mengatur semua tindak
pidana ataukah tidak dan apakah semua kasus tindak pidana atau perbuatan pidana
diselesaikan dengan living law. Penelitian ini menjawab pertanyaan dalam rumusan
masalah: bagaimana analisis asas legalitas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan bagaimana analisis batasan
penerapan asas legalitas terhadap living law dalam hukum pidana nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal.
Teknik yang digunakan adalah dengan cara meneliti bahan kepustakaan (library
research). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik dengan
metode statute approach dan conceptual approach yang selanjutnya disusun secara
sistematis hingga menjadi bahan hukum dalam memberikan gambaran tentang
konsep asas legalitas terhadap penerapan living law dalam Undang-undang Nomor
1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selanjutnya hasil
sumber hukum tersebut diolah dan dianalisis menggunakan asas legalitas, doktrin
living law dan teori kontemporer terkait restorative justice.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini: Pertama, asas legalitas dalam Pasal 1
KUHP baru memuat dua prinsip, prinsip nullum crimen, noela poena sine lege
praevia dan prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege stricta. Pembatasan
terhadap prinsip legalitas dalam Pasal 2 secara implisit menerima doktrin melawan
hukum materiil dalam fungsi yang positif. Kedua, penerapan batasan asas legalitas
terhadap kasus living law yakni pencurian pratima tersebut berpedoman pada
doktrin sifat melawan hukum formil dan materill. Kasus pratima dalam konteks
living law tersebut dapat diterapkan asalkan berpedoman pada doktrin hukum
pidana modern, yakni teori kontemporer dan gabungan dalam tujuan pidana. Teori
kontemporer berpijak pada, pertama, teori efek jera (deterrence effect), kedua, teori
edukasi, ketiga, teori keadilan restoratif, keempat, teori rehabilitation.

Selaras dengan rangkuman di atas, penulis merekomendasikan: Pertama,
pemerintah daerah segera memilah dan menentukan tindak pidana adat apa saja
yang relevan dimasukkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana pengejawantahan
asas legalitas. Kedua, tindak pidana adat atau delik adat dapat diterapkan asalkan
berpedoman pada paradigma hukum pidana modern, yakni keadilan korektif,
keadilan rehabilitatif dan keadilan restoratif, yang selanjutnya mengacu pada teori
kontemporer dalam tujuan pidana sebagaimana penulis paparkan.
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